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ABSTRAK SKRIPSI 

MOH. FAQIH HAKKAMY BUNGASAWA NPM: 92011403161062, Tinjauan 

hukum tentang netralitas aparatur sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah 

(pilkada) Di bimbing oleh Irfan Latowale.,SH.,MH.  danAlbert Morangki,SH.,MH 

 

Kata kunci: Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah 

Adanya pemilihan kepala daerah atau yang sering di sebut dengan (pilkada) yang 

terjadi dalam lima tahun sekali di indonesia menjadi suatu pesta demokroasi yang 

dinikmati oleh masyrakat dimana rakyat indonesia dapat menyalurkan hak pilihnya 

dalam menentukan kepala daerahnya sendiri di masing masing daerah yang ada di 

indonesia namun dalam hal ini juga menjadi perbincangan yang sangat krusial yaitu 

dimana para aparatur sipil Negara (asn) yang diamana menjadi penyelenggara 

pemerintah dan di wajibaan untuk bersikap netral malah ikut mengambil bagian 

dalam perpolitikan pemilihan kepala daerah (pilkada).  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan 

netralitas aparatur sipil Negara (asn) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)?.2. 

Apa akibat hukum terhadap aparatur sipil Negara yang tidak netral dalam pemilihan 

kepala daerah (pilkada).?  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang(statute 

approach) dan Pendekatan konseptual.  

Tidak netralnya para aparatur sipil Negara (asn) dalam pemilihan kepala daerah 

(pilkada) tentunya banyak pihak yang mempersoalkan serta sanggat menyayangkan 

dan menghawatirkan Sikap dari  Para Aparatur Sipil Negara yang tidak Netral 

dalam Pemilihan Kepala Daerah sehingga menjadi pembicaraan umum bahwa 

dimana Para Apratur Sipir Negara Sering menunjukan keberpihakannya pada salah 

satu calon dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga banyak dari para Aparatur 

Sipil Negara yang dalam menjalankan tugasnya tidak lagi professional dan 

mengakibatkan pelayanan yang kurang. Tentunya dalam halam ini sanggat 

menyangkan bagi para Apratur Sipil Negara yang dimana harusnya dapat 

menciptakan pemilihan Kepala Daerah Bersih. Sehingga dalam hal ini harusnya 

Apratur Sipil Negara wajib untuk bersikap netral 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

  Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu proses 

penyelenggaraan politik demokrasi untuk memilih seorang pemimpin pada tingkat 

kepala daerah. Demokratisasi yang diwujudkan dalam Pilkada tidak terlepas 

dengan adanya peran aktor atau elit politik lokal yang secara langsung atau secara 

tidak langsung bisa mempengaruhi proses pemerintahan dan pembangunan di 

daerah dan tidak terkecuali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Seluruh 

lapisan masyarakat juga hendaknya memberikan sumbangasihnya untuk 

keberhasilan atau kelancaran berjalannya suatu Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 

ini, namun bantuan dan dukungan tersebut harus diberikan sesuai dengan porsinya 

tanpa melanggar peraturan dan tidak keluar dari asas dan norma yang berlaku di 

dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut. hal ini berarti bahwa Pemilihan Kepala 

Daerah (PILKADA) merupakan suatu proses penyelenggaraan politik demokrasi 

dimana menjadi sarana kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan kepala 

daerahnya sendiri. Selain itu Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan instrumen 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan 

prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. 
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 Dalam konteks Indonesia, pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, 

BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. Atau Sering kita 

sebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana pemilihan dilakukan secara 

langsung oleh rakyat dengan menggunakan hak pilihnya. Pemilihan kepala daerah 

dilakukan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan tingkat 

otonomi daerahnya Secara mandiri. Terbukanya ruang public (public 

sphere) sebagai medsium partisipasi public untuk menyalurkan berbagai pendapat 

dan pikiran rakyat serta terbentunknya ruang/wahana untuk mengembangkan 

demokratisasi kehidupan Bernegara. adapun Eksistensi Kepala Daerah yang tidak 

terlepas dari Pemerintahan Daerah yang di dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pengaturannya di dalam Pasal 18, Pasal 

18 A, dan Pasal 18 B.  

 Hal ini terutama bagi para Aparatur Sipil Negara atau yang sering kita sebut 

dengan Pegawai Negri Sipil (PNS) di mana di jelaskan pada Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu jenis dari apartur sipil Negara disamping 

itu ada juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negri 

Sipil sebagai penyelenggara pemerintahan harus tanggap terhadap perkembangan 

yang terjadi pada semua aspek kehidupan ekonomi, Negara, budaya, politik dan 

ketertiban serta mampu mengendalikan, membimbing dan mengarahkan seluruh 

dimensi kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan semua itu, maka diperlukan 

Pegawai Negri Sipil yang Profesional, mandiri, dan tidak terlibat dalam kekuatan 
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atau kepentingan politik manapun (netral). Dengan demikian, dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, Pegawai Negri Sipil juga harus menjunjung 

tinggi prinsip netralitas. Prinsip ini merupakan basis idealisme pengabdian 

pelayanan Negara yang prima dan disinilah tanggungjawab, moralitas dan disiplin 

Pegwai Negri Sipil (PNS) diuji. 

Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang sesuai dengan amanat 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang 

profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari intervensi 

politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Namun, dalam dinamika politik Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Indonesia, 

posisi Aparatur Sipil Negara serba salah. Tidak taat kepada pimpinan bisa disebut 

tidak loyal. Bila ikut terlihat maka mereka menyalahi aturan. Hasil penelitian 

beberapa lembaga menyebutkan, pihak yang paling dominan memanfaatkan 

Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah calon 

petahana atau incumbent. Melalui kuasa dan kewenangannya, calon petahana akan 

menggunakan jasa Aparatur Sipil Negara agar mau mewujudkan kepentingannya. 

Kalau mereka menolak, para Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan bakal 

dimutasi atau malah dicopot dari jabatannya. Itulah sebabnya mutasi pejabat 

menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu menjadi isu yang riuh. 

  Namun seiring terjadinya pemiihan kepala daerah Telah banyak diketahui 

bahwa pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah 

(Pilkada) bukanlah hal yang baru karena sudah sering terjadi sering terjadi dimana 

Para Aparatur sipil Negara bersikap tidak Netral Berdasarkan data yang diperoleh 
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dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) ini Menerangkan bahwa Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada tahun 2020 lalu 

berada pada peringkat teratas, yakni 167 kabupaten/kota dari 270 daerah. Sebelum 

Dilaksakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 juga terdapat begitu 

banyak pengaduan atas pelanggaran netralitas Apratur Sipil Negara. Selain itu juga 

banyak pengaduan atas pelanggaran  netralitas Apratur Sipil Negara dalam 

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang sudah diterima sejak pemilihan Kepala 

Daerah tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut tentunya cukup menjadi peringatan 

bagi Aparatur Sipil Negara untuk berhati-hati dalam bertindak khususnya pada saat 

pemilihan kepala daerah berlangsung. Dalam Hal ini juga tentunya menjadi Sebuah 

isu strategis atas keberpihakan Aparatur Sipil Negara dalam mendukung dan 

memfasilitasi peserta Pemilihan Kepala Daerah  (pilkada). 

  Pada Hal ini tentunya banyak pihak yang mempersoalkan serta sanggat 

menyayangkan dan menghawatirkan Sikap dari  Para Aparatur Sipil Negara yang 

tidak Netral dalam Pemilihan Kepala Daerah sehingga menjadi pembicaraan umum 

bahwa dimana Para Apratur Sipir Negara Sering menunjukan keberpihakannya 

pada salah satu calon dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga banyak dari para 

Aparatur Sipil Negara yang dalam menjalankan tugasnya tidak lagi professional 

dan mengakibatkan pelayanan yang kurang. Tentunya dalam halam ini sanggat 

menyangkan bagi para Apratur Sipil Negara yang dimana harusnya dapat 

menciptakan pemilihan Kepala Daerah Bersih. Sehingga dalam hal ini harusnya 

Apratur Sipil Negara bersikap netral. 
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Dan Pada Prinsipnya Bahwa  Aparatur Sipil Negara (ASN) Selalu 

berpegang teguh pada Pasal 2 Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 berisi 

ketentuan bahwa salah satu asas dalam kebijakan dan manajemen Apratur Sipil 

Negara (ASN) adalah “Netralitas.” Netralitas ASN penting karena kualitas aparatur 

sipil Negara serta birokrasi tak boleh berubah dalam memberikan pelayanan Negara 

walaupun pimpinannya berganti karena adanya mekanisme Pemilihan Kepala 

Daerah (PILKADA). 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, kajian 5egar  ini 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

 1. Bagaimana Pengaturan Netralitas Apratur Sipil Negara Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah (PILKADA).? 

 2. Apa Akibat Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penulisan ini 

adalah: 

1. Ingin memahami  Bagaimana Pengaturan Aparatur Sipil Negara Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 

2. Ingin mengetahui Apa Akibat Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun Manfaat yang dicapai dalam penyusunan dan penulisan ini 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjadi pengetahuan saya sebagai penulis  tentang bagaimana 

pengaturan serta akibat Hukum Dari Netraliitas Aparatur Sipil Negara. 

2. Memberikan Pemahaman mendalam mengenai Pengaturan Netralitas 

Aparatur Sipil Negara Serta Dampak Hukum Dalam Pemilihan Kepala 

Daerah. 

3. Untuk menjadi pengembangan bagi penelitian kedepan. 

4. Hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UNIVESITAS 

SINTUWU MAROSO. 

5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan guna 

meningkatkan pemahaman bagi setiap orang khususnya mahasiswa 

dalam hal terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara 

6. di harapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai narasi public atau 

sebagai wawasan pembaca terkait Netralitas Apratur Sipil Negara  
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